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ABSTRAK 

 

Pendahuluan. Kemiskinan menjadi persoalan global disebabkan oleh multidimensi persoalan 

sehingga melahirkan beragam pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya. 

Program MDGs yang digantikan dengan SDGs menjadi bukti bahwa kemiskinan menjadi 

persoalan serius bangsa dalam menata pembangunannya, namun belum mampu menyentuh akar 

persoalan yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan pendekatan social inclution untuk menguatkan kelembagaan sosial masyarakat 

pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan. Artikel ini akan mendiskusikan tentang model 

penyelesaian masalah kemiskinan di Pedesaan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang.  Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data primer 

dikumpulkan dari interview dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-

dokumen relevan, dan untuk mendapatkan validitas data digunakan tranggulasi dengan FGD.  

Data analisis. Data dianalisis dengan teknik analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles & 

Haberman. Hasil dan Pembahasan. Aspek penting dalam penanganan kemiskinan local adalah 

pendekatan kelembagaan sosial secara otonom dilakukan untuk mendorong seluruh sumberdaya 

sosial masyarakat yang digerakkan dengan kesadaran bersama. Melalui kesadaran bersama 

dalam menanggulangi kemiskinan, akar persoalan kemsikinan local dapat diatasi sehingga 

jaringan lintas actor dapat diwujudkan dalam menjalankan program-program penanggulangan 

kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Masyarakat pedesaan yang kaya dengan nilai-

nilai sosial serta  norma-norma sosial dapat dijadikan sebagai instrument pembentukan tatanan 

sosial baru dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tatanan kelembagaan 

sosial dengan spirit local akan menjadi penggerak implementasi kebijakan nasional, dan bahkan 

kebijakan global dalam memerangi kemiskinan. Kesimpulan dan Saran. Khazanah kekayaan 

sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan bukan saja dapat dijadikan sebagai perekat 

kebersamaan dalam interaksi sosialnya, melainkan dapat membentuk sebuah tatanan 

kelembagaan yang kokoh untuk memerangi kemiskinan ditataran local dengan semangat 

kebersaan. Kebijakan politik - ekonomi global dan nasional akan mempengaruhi penetapan 

standar kemiskinan sehingga hal ini sangat penting untuk diteliti dimasa akan datang. 

 

Kata Kunci: Institusi Sosial; Otonomi; Kemiskinan; Inklusi Sosial; Kesejahteraan 

 

PENDAHULUAN 

Prinsip pembangunan nasional secara 

harfiah adalah pembangunan yang muncul 

“dari”, dilakukan “oleh”, dan ditujukan 

“untuk” rakyat dalam semua aspek 

kehidupan bangsa yang meliputi aspek 

politik, ekonomi sosial dan budaya. Di era 

desentralisasi, pemerintah daerah berpacu 

untuk mengendalikan program 

pembangunan untuk memerangi kemiskinan. 

Program-program yang dicanangkan oleh 

pemerintah di distribusikan hingga di daerah 

dengan berbagai pendekatan yang bersifat 

jangka pendek maupun jangka panjang serta 

didukung dengan penganggaran yang 

berbasis pada masyarakat miskin (pro poor 

policy). Isu-isu tentang kemiskinan masih 

mailto:chand.dinata@unmer.ac.id


DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 (1), April 2020 

 

 

2

 

menjadi trending topic bagi tujuan 

pembangunan global berkelanjutan. 

Kemiskinan bukan saja disebabkan oleh 

dimensi tunggal, melainkan disebabkan oleh 

beragam dimensi dalam kehidupan 

masyarakat (Belhadj & Limam, 2012; Betti, 

Cheli, Lemmi, & Verma, 2006; Betti, Cheli, 

Lemmi, & Verma, 2006; Suyanto, 2013), 

sehingga kemiskinan dapat diukur dari 

beragam indikator seperti ekonomi 

(Hanandita & Tampubolon, 2016; Kim, 

Mohanty, & Subramanian, 2016), 

redistribusi kekuatan sosial yang harus 

dikendalikan oleh negara (Hoedl, 2017), 

pendapatan dan penguasaan aset (Notten, 

2016), kemampuan dalam mendapatkan 

akses layanan dasar (Khan, Saboor, Ali, 

Malik, & Mahmood, 2016), sehingga dalam 

upaya pengendaliannya dilakukan penguatan 

pada kelompok sasaran dengan pendekatan 

pemberdayaan sebagai upaya untuk 

mengentaskan kemiskinan multidimensional 

(Ahmad & Talib, 2015). Pendekatan 

pemberdayaan yang dilakukan tersebut 

dilakukan dengan pemanfaatan seluruh 

potensi lokal, termasuk sumberdaya sosial  

yang dimiliki untuk mewujudkan keadilan 

ekonomi (Alam, 2017). 

Pengurangan angka kemiskinan yang 

dijadikan sebagai tujuan global tidak dapat 

dipungkiri bahwa ilmu administrasi publik 

memiliki andil besar didalamnya. Tujuan 

rasional yang ada dalam ilmu administrasi 

publik adalah untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat melalui meknisme 

kebijakan didalam menyelesaikan persoalan-

persoalan publik (Vries, 2016). Kesepakatan 

global yang dituangkan dalam deklarasi 

PBB di tahun 2000 bertujuan untuk 

menciptakan tatanan baru kehidupan 

masyarakat dunia yang berkeadilan (Annan, 

2000) yang diterjemahkan secara 

implementatif melalui program-program 

pembangunan global (MDGs/Milenium 

Development Goals) dengan delapan target 

utama yakni: pertama, penanggulangan 

kemiskinan dan kelaparan; kedua, 

mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 

masyarakat; ketiga, mendorong kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan; 

keempat, menurunkan angka kematian anak; 

kelima, meningkatkan kesehatan ibu; 

keenam memerangi HIV/AIDS, malaria, dan 

penyakit menular lainnya; ketujuh, 

memastikan kelestarian lingkungan; dan 

kedelapan, mengembangkan kemitraan 

dalam pembangunan (UN, 2001). Komitmen 

global tersebut berakhir ditahun 2015 

kemudian lahirlah kesepakatan baru dengan 

program SDGs (Sustainable Development 

Goals) dengan 17 tujuan yakni: a]. No 

poverty; b]. Zero hunger; c]. Good health 

and well being; d]. Quality education; e]. 

Gender equality; f]. Clean water and 

sanitation; g]. Affordable and clean energy; 

h]. Decent work and economic growth; i]. 

Industry, innovation, and infrastructure; j]. 

Reduced inequality; k]. Sustainable cities 

and communities; l]. Responsible 

consumption and production; m]. Climate 

action; n]. Life below water; o]. Life on 

land; p]. Peace, justice, and strong 

institutions; dan q]. Partnerships for the 

Goals (WB, 2017). 

Dari tahun 2000 hingga tahun 2015, 

masyarakat global mengimplementasikan 

komitmennya dalam penanggulangan 

kemiskinan dengan beragam pendekatan 

seperti pendekatan kesehatan yang 

ditingkatkan melalui program-program 

pemerintah (Krůtilová & Hazuchová, 2019) 

yang dianggarkan melalui belanja public 

untuk masyarakat miskin (Sasmal & Sasmal, 

2016) dalam rangka menstimulasi keratifitas 

dan produktifitas masyarakat, terutama bagi 

kelompok perempuan (Hussain, Mahmood, 

& Scott, 2018) yang dikembangkan melalui 

pemberdayaan dan pengembangan usaha 
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mikro (Miled & Rejeb, 2015). Dari 

rangkaian usaha-usaha dalam 

penanggulangan kemiskinan tersebut, 

program-program dijalankan masih 

bertumpu pada pemerintah (government) 

sehingga belum mampu untuk membangun 

sebuah pemahaman baru dalam 

penanggulangan kemiskinan yang menjadi 

urusan bersama semua pihak dengan 

penyebab yang multi dimensi (Alkire & 

Seth, 2015). Pencanangan program 

penanggulangan kemiskinan yang masih 

bertumpu pada pemerintah menghasilkan 

interkasi implementasi program yang linear 

dan tidak parallel dalam melibatkan semua 

pihak, sehingga jalannya program 

penanggulangan kemiskinan global belum 

tercapai secara maksimal (Sachs, 2012). 

Padahal dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan tersebut, pemerintah dituntut 

untuk senantiasa sensitif dalam setiap 

perubahan-perubahan lingkungan, terutama 

lingkungan global dengan kebijakan-

kebijakan ekonominya yang dapat 

mempengaruhi lajunya pertumbuhan 

masyarakat miskin di satu negara (Smeru, 

2017). 

Gagasan tentang social inclution yang 

dihasilkan dari pola interkasi sosial 

masyarakat dengan kelembagaan sosial yang 

dimiliki menjadi topic utama dalam artikel 

ini ditujukan untuk memperkaya 

pengetahuan tentang penanggulangan 

kemiskinan yang selama ini masih 

menggunakan pendekatan struktual-

fungsional, sehingga implementasi program-

program yang dicanangkan secara top down 

oleh pmerintah belum mampu membangun 

kesadaran bersama dengan local value yang 

dimiliki untuk menjalankan agenda-agenda 

penanggulangan kemiskinan nasional mapun 

global.  

Pergeseran pemahaman bahwa 

penanggulangan kemiskinan menjadi 

tanggungjawab bersama harus dibangun dari 

kesadaran komunal, terutama pada 

kelompok masyarakat yang digerakkan 

dengan local value di pedesaan. Dengan 

demikian persoalan kemiskinan dapat 

ditanggulangi dengan membangun 

pemahaman baru tentang implementasi 

kebijakan penanggulangan kemiskinan 

dengan menguatkan kelembagaan sosial di 

masyarakat, terutama pada masyarakat 

pedesaan, agar terbangun sebuah tatanan 

masyarakat berkepedulian.    

Artikel ini akan mendiskusikan 

pendekatan inklusi sosial (social inclution) 

dalam menanggulangi kemiskinan di daerah 

dengan menguatkan kelembagaan sosial 

masyarakat (social institution), dalam hal ini 

Kabupaten Malang sebagai objek kajian. 

Pendekatan inklusi sosial tersebut dapat 

dijadikan sebagai “energi” dalam 

menjalankan agenda global untuk 

menanggulangi kemiskinan yang selama ini 

masih concern dengan pendekatan 

structural-fungsionalnya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada prinsipnya, terdapat banyak 

literature yang mengkaji tentang 

penanggulangan kemiskinan dengan 

beragam pendekatan. Keragaman 

sumberdaya yang dimiliki oleh setiap level 

pemerintahan (pusat dan daerah) menjadi 

perhatian pemerintah dalam menyusun 

masterplan program-program 

penanggulangan kemiskinan (Gurtoo & 

Udayaadithya, 2014) sehingga dapat 

menyamakan persepsi lintas actor untuk 

menyelesaikan masalah-masalah sosial 

masyarakat, terutama pada tingkatan 

produktifitas pada sektor pertanian, industri, 

dan jasa didukung dengan sistem pelayanan 

yang dapat berimplikasi terhadap 

kemiskinan (Ivanic & Martin, 2017) untuk 

itulah sistem penganggaran pemerintah yang 
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terdistribusi kepada kelompok masyarakat 

miskin yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing level pemerintah (Nursini & 

Tawakkal, 2019). Dengan demikian 

pendekatan ekonomi yang digunakan 

bertumpu pada penyempurnaan moda 

produksi yang menjadi titik tekan 

pemerintah dalam menanggulangi 

kemiskinan dan menggeser mindset 

kelompok masyarakat dalam mengelola 

sumberdaya yang dimiliki dengan 

pengembangan kemampuan terfasilitasi oleh 

negara melalui pendekatan pemberdayaan 

(Alam, 2017) sehingga tejadi interaksi lintas 

actor yang memiliki tanggungjawab dalam 

menanggulangi kemiskinan. Meskipun 

demikian, interaksi yang terbangun tersebut 

masih pada taraf interaksi antara pemerintah 

dan masyarakat, untuk actor private masih 

bersifat semu (Larantika, Zauhar, Makmur, 

& Setyowati, 2017).  

Banyak hal yang menarik ketika 

mendiskusikan tentang penanggulangan 

kemiskinan di berbagai negara di dunia, 

sepertihalnya di Ghana. Kemiskinan 

dipandang dari sudut kualitas kehidupan 

masyarakat (Fuseini, Enu-Kwesi, & 

Sulemana, 2019) yang dapat melemahkan 

produktifitas (Ivanic & Martin, 2017) 

sehingga menuntut pemerintah untuk 

menysusun strategi penanggulangan 

kemiskinan dengan mengarahkan 

sumberdaya ekonomi pada program 

peningkatan kualitas hidup masyarakat 

dengan tujuan agar masyarakat miskin dapat 

meningkatkan produktifitasnya hingga 

mampu keluar dari garis kemiskinan 

(Fuseini, Enu-Kwesi, & Sulemana, 2019).  

Dalam konteks lain, partisipasi dan 

keterlibatan kelompok masyarakat miskin 

menjadi penting dalam menentukan arah 

kebijakan yang berkaitan dengan 

pengembangan kapasitas dan peningkatan 

kemampuan individu dalam mengelola 

sumberdaya yang dimiliki agar dapat survive 

secara ekonomi dan sosial. Spirit 

kebersamaan (komunalisme) menjadi 

pengaruh yang kuat didalam menjalankan 

seluruh rangkaian kebijakan untuk 

menanggulangi kemiskinan (Ndaguba & 

Hanyane, 2019) sehingga berbanding 

terbalik dengan isu-isu tentang gender yang 

melahirkan program berbasis pada 

penguatan ekonomi kelompok perempuan 

(Lesetedi, 2018) justru akan berdampak 

pada pembentukan sebuah komunitas 

ekslusif dalam penanggulangan kemiskinan 

yang harus diwaspadai oleh pemerintah.  

Dari rangkaian diskusi tentang hasil 

penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan 

bahwa beragam upaya dilakukan oleh 

pemerintah secara struktur dengan stimulasi 

anggaran yang diarahkan pada 

pengembangan kapasitas kelompok 

masyarakat miskin. Di Indonesia, pasca 

krisis multidimensi memiliki dampak 

negative terhadap pertumbuhan ekonomi 

sehingga tingkat kemiskinan meroket tajam 

hingga 24,23% atau sejumlah 49,5 juta jiwa 

dibanding dengan tahun tahun sebelumnya 

yang hanya berjumlah 17,47% (TNP2K, 

2015). Komitmen pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan tersebut disusun 

dalam sebuah strategi yang terintegratif 

sehingga lahir program nasional 

pemberdayaan masyarakat mandiri di tahun 

2007-2011 sebagai hasil dari integrasi 

program kegiatan penanggulangan 

kemiskinan di tahun 1997-1998. Dan hingga 

saat ini integrasi program penanggulangan 

kemiskinan tampak pada kebijakan-

kebijakan yang disusun oleh pemerintah 

berpedoman pada prinsip pemberdayaan 

masyarakat miskin (TNP2K, 2015). 

Meskipun demikian, komitmen 

penanggulangan kemiskinan masih 

bertumpu pada pemerintah sebagai actor 

utama. Kolaborasi dalam penanggulangan 
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kemiskinan masih pada tataran struktur, 

belum mampu membangun tatanilai dalam 

kolaborasi sehingga dapat menumbuhkan 

kesadaran bersama dalam penanggulangan 

kemiskinan, terutama pada actor-aktor 

private (Larantika, Zauhar, Makmur, & 

Setyowati, 2017) yang terlembaga dengan 

seluruh sumberdaya local yang dimiliki 

untuk membuka ruang-ruang partisipatif 

bagi kelompok masyarakat miskin (Hayami, 

2001; Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 

2009) untuk memanfaatkan modal 

pembangunan seperti manusia, alam, dan 

sosial (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 

2009).  

Dalam konteks lain, kelembagaan 

sosial masyarakat digerakkan oleh pranata 

sosial yang biasanya dikenal dalam wujud 

kegotongroyongan, sambatan, bersih dusun 

dan lain sebagainya sebagai „penciri‟ dari 

satu kelompok masyarakat. Keberadaan 

institusi sosial tersebut biasanya juga 

menjadi bagian dari gerakan masyarakat 

lokal dalam mendorong pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Sebagai contoh 

yang terjadi di Spanyol misalnya, 

transformasi masyarakat dalam satu 

kelompok mampu untuk mendorong 

kebersaamaan shingga memiliki karakter 

dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah, terutama untuk menangani isu-

isu kemiskinan (Lizardo, 2005). Proses 

transformasi masyarakat tersebut merupakan 

sebuah proses kristalisasi nilai-nilai lokal 

dan adat lokal yang dapat bergerak untuk 

berkomuflase menjadi sebuah institusi yang 

kuat dan mampu mempengaruhi kelompok 

lainnya (Grootaert & Bastelaer, 2002).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan bagaimana social inclution dan 

kelembagaan sosial dapat menjadi kekuatan 

dalam penanggulangan kemiskinan di era 

desentralisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

menjawab persoalan, Data yang diperoleh 

dianalisa secara interaktif untuk 

mendapatkan sebuah pemahaman atas 

konteks penelitian. Masing-masing data, 

baik primer maupun sekunder 

diinterprestasikan secara naratif untuk 

menggambarkan fakta-fakta dilapangan. 

Sementara itu, FGD dilaksanakan dalam 

penelitian ini dijadikan sebagai instrument 

untuk memperdalam informasi dan sekaligus 

membangun sebuah pemahaman yang 

terkonfirmasi kebenarannya secara langsung 

terhadap actor-aktor yang terlibat dalam 

penanggulangan kemiskinan di daerah.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Tidak dapat dipungkiri bahwa angka 

kemiskinan di Indonesia didominasi pada 

masyarakat yang hidup di pedesaan. Ditahun 

2018, data kemiskinan pedesaan mencapai 

15,54 juta jiwa atau sejumlah 13,10% dari 

jumlah penduduk disbanding dengan 

masyarakat miskin di perkotaan yang hanya 

berada pada angka 6,89% atau sejumlah 

10,13 juta jiwa (BPS, 2019). Di Kabupaten 

Malang, yang memiliki sejumlah 378 Desa 

dan 12 Kelurahan yang tersebar di 33 

Kecamatan, dengan luas wilayah secara 

administratif 3.526 km
2
 dengan tingkat 

kepadatan sebesar 702,12 jiwa/km
2
 dari 

jumlah penduduk total di tahun 2018 

sebanyak  2.591.795 jiwa. Dari pertumbuhan 

penduduk tersebut terdapat angka 

kemiskinan dengan tingkat garis kemiskinan 

rata-rata tahun 2015-2018 sejumlah 289.504 

(Rp/Kapita/Perbulan), sehingga angka 

kemiskinan di Kabupaten Malang ditahun 

2018 sejumlah 268.490 jiwa. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2015-2018, 

terdapat penurunan rata-rata sebesar 11,11% 
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dari total masyarakat  miskin di tahun 2015 

sejumlah 292.870 jiwa.  

Dari deskripsi data tersebut, 

Kabupaten Malang membangun komitmen 

dalam upaya panggaulangan kemiskinan 

dengan menimbang prinsip-prinsip yang 

menjadi komitmen nasional dalam 

menanggulangi kemiskinan di daerah seperti 

perbaikan dan pengembangan sistem 

perlindungan sosial; meningkatkan akses 

pelayanan dasar; memberdayaan kelompok 

masyarakat miskin; dan kebijakan 

pembangunan inklusif (TNP2K, 2011). 

Secara implementatif, Kabupaten Malang 

menjalankan program-program 

penanggulangan kemiskinan dalam bentuk 

membuka ruang anggaran dalam setiap 

prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan. 

Berbekal dengan sejarah kejayaan di era 

kerajaan singosari, menunjukkan bahwa 

Kabupaten Malang memiliki peradaban, 

baik budaya, sosial, dan politik. Situs 

sejarah sebagai peninggalan masa lampu 

seperti “candi badut”, “candi jago”, “candi 

kidal”, dan “candi singosari” memiliki daya 

tarik sosial sehingga mampu menjadi 

perekat dan sekaligus sebagai pemikat 

masyarakat secara komunal dalam 

membaca, menyikapi, dan mengatasi 

persoalan-persoalan sosial yang dialami oleh 

masyarakat, terutama persoalan kemiskinan. 

Dalam kontkes implementasi program 

penanggulangan kemiskinan di daerah, 

upaya menurunkan angka kemiskinan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Malang menuaikan hasil, dengan tingkat 

penurunan rata-rata sebesar 0,16% setiap 

tahunnya dari tahun 2015-2018. Meskipun 

demikian, angka tersebut masih tinggi jika 

dibandingkan dengan angka kemiskinan di 

Jawa Timur, Kabupaten Malang masih 

menjadi kantong kemiskinan.  

Usaha-usaha yang dilakukan dalam 

menanggulangi kemiksinan senantiasa 

berpedoman pada sumberdaya local 

maysarakat yang sejak dulu telah 

berkembang dan dijadikan sebagai pedoman 

kehidupan dalam masyarakat, khususnya 

pada masyarakat pedesaan (Rustiadi, 

Saefulhakim, & Panuju, 2009). Spirit 

kegotong-royongan masyarakat tercermin 

dalam setiap kegiatan sosial dan politik 

warga untuk mengembangkan seluruh 

potensi ekonomi yang dimiliki. Cerminan 

tersebut tampak pada tumbuh 

berkembangnya unit-unit usaha mikro 

hingga pertengahan tahun 2019 mencapai 

418.000 dalam berbagai produk tersebar di 

378 desa. Selain usaha mikro, kelompok-

kelompok masyarakat dalam bidang 

pariswisata (pokdarwis) tumbuh dan 

memiliki kelembagaan yang baik  sebanyak 

42 lembaga di tahun 2018 tersebar di 33 

kecamatan di Kabupten Malang. Tentunya 

komitmen ini didorong oleh kekuatan sosial 

yang dimiliki oleh masyarakat untuk keluar 

dari garis kemiskinan, kemudian dijadikan 

sebagai modal penguatan kapasitas 

kelembagaan yang didampingi oleh 

pemerintah daerah dalam konteks otonomi 

daerah. 

Beberapa fakta yang didiskusikan 

diatas menunjukkan bahwa kelembagaan 

sosial mampu untuk menjadikan kelompok 

masyarakat miskin menjadi partisipan dalam 

pembangunan. Social inclution yang 

menjadi kekuatan dalam membangun sebuah 

kebersamaan dan kesetaraan setiap elemen 

masyarakat mampu untuk menghasilkan 

gagasan sosial ekonomi untuk kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat. Terbukti bahwa 

secara kelembagaan ekonomi, dari 378 desa, 

telah terbentuk sebuah badan usaha milik 

desa (BUMDes) sejumlah 203 unit hingga 

tahun 2019. Gambar dibawah ini dapat 

menjelaskan bahwa social inclution dengan 

tatanan nilai dan norma dalam kelompok 

masyarakat dapat memperkuat kelembagaan 
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sosial sehingga proses pembentukan 

“komunalisme” dalam kelompok 

masyarakat dapat dijadikan sebagai wadah 

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 

sosial dan ekonomi pada kelompok 

masyarakat. 

 

 
Gambar 1. Role Model Penanggulangan Kemiskinan 

dengan Social Inclution 

 

Dalam kajian World Bank pada 

dasarnya social inclution merupakan 

integrasi kehidupan sosial masyarakat 

dengan identitas sosial yang dimiliki oleh 

kelompok-kelompok masyarakat dalam satu 

wilayah tertentu (WB, 2013). Keseteraan 

dan kebersamaan menjadi nilai utama dalam 

membentuk sebuah kelompok yang kuat 

untuk menyelesaikan persoalan secara 

bersama-sama. Dalam konteks kemiskinan 

di Kabupaten Malang, spirit kebersamaan 

dalam keterikatan kelembagaan mampu 

membentuk satu tujuan bersama dengan 

menguatkan kehidupan sosial  dan politik 

untuk mengarahkan kelompok masyarakat 

miskin berpatisipasi dalam setiap agenda 

pembuatan kebijakan serta partisipasi politik 

tanpa membedakan suku, ras, agama, 

pekerjaan, status sosial, dan lain sebagainya. 

Kentalnya kekuatan sosial yang dimiliki 

oleh masyarakat, terutama pada masyarakat 

pedesaan dapat membuka ruang demokrasi 

yang kuat terhadap berkembangnya 

kelembagaan sosial.  

Sebagai identitas lokal, kelembagaan 

sosial yang melahirkan semangat 

kebersamaan dalam hal pengembangan 

kehidupan berbudaya pada tataran 

masyarakat pedesaan yang naturalistik. Oleh 

sebab itu, kehidupan masyarakat yang 

berbudaya tersebut menjadi „magnet‟ bagi 

pengembangan infrastuktur pariswisata 

sebagai lokomotif pembangunan ekonomi 

lokal. BUMDes yang terbentuk diarahkan 

pada pengembangan ekonomi dengan 

destinasi wisata berbasis lokal untuk 

dikelola dan dikembangkan untuk 

kesejahteraan bersama, terlebih untuk 

menguatkan keberadaan masyarakat 

pedesaan dengan keragaman sumberdaya 

lokal yang dimiliki (self governing 

community). Hal inilah yang menjadi 

penekanan didalam penanggulangan 

kemisikinan dalam era desentralisasi, daerah 

harus mampu menterjemahkan kebutuhan 

dan kekuatan-kekuatan sosial dari 

kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat 

pada wilayah teritorialnya. Dan masyarakat 

dengan komunalisme yang dimiliki mampu 

untuk memahami kebutuhan serta standar 

kehidupannya sendiri secara sosial, politik, 

dan ekonomi sehingga dapat menyelesaikan 

segala persoalan, baik sosial, politik, 

maupun ekonomi secara masif dengan nilai-

nilai luhur yang telah dimilikinya. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Beragam pendekatan yang digunakan 

dalam menanggulangi kemsikinan oleh 

pemerintah dengan berpedoman pada 

kesepakatan global, namun yang menjadi 

penekanan dalam menanggulangi 

kemiskinan adalah membangun kepedulian 

bersama yang didudukng oleh kelembagaan 

sosial yang lebih dahulu ada dan diakui 

keberadaannya oleh negara (asal usul). 

Social inclution menjadikan komunalisme 

kehidupan masyarakat pedesaan semakin 

rekat dengan kelembagaan sosial yang 

sensitif dalam merespon persoalan-persoalan 

sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. 

Untuk itu, pengembangan kelembagaan 

sosial dengan tatanan nilai dan norma 

Social 

Inclution

Penguatan Kehidupan 

Berbudaya

PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN

Kelembagaan 

Sosial

K
O

M
U

N
A

L
IS

M
E

Penguatan Kehidupan 

Sosial & Politik

Penguatan Sumberdaya 

Ekonomi

Nilai
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menghasilkan kekuatan besar untuk 

menggerakkan seluruh sumberdaya local 

secara partisipatif dengan prinsip kesetaraan 

dan keadilan sehingga komunalisme pada 

kelompok masyarakat pedesaan mampu 

menghadirkan kekuatan baru dalam 

kehidupan sosial dan politik, kehidupan 

berbudaya, dan kehidupan ekonomi 

sehingga masyarakat pedesaan dalam era 

otnomi dapat keluar dari zona kemiskinan 

local, nasional, dan bahkan global. 

 

Saran 

Perlu menjadi perhatian bahwa 

penelitian ini sebatas mengekplorasi social 

inclution dan kelembagaan sosial untuk 

menanggulangi kemiskinan pada masyarakat 

pedesaan, oleh karena itu perlu kajian 

mendalam terkait dengan hubungan serta 

peran pemerintah daerah dalam 

mengekplorasi kelembagaan sosial sebagai 

kerangka kerja kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di daerah. Membangun 

kolaborasi bukan saja pada tataran sturktural 

melainkan pada kelembagaan sosial menjadi 

penting dalam upaya mengimplementasikan 

komitmen penanggulangan kemiskinan, 

terutama kemiskinan global. 
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